
Hukum Perdata Menurut Para Ahli 

 

Berikut ini adalah beberapa pengertian Hukum Perdata yang dirumuskan oleh para pakar Hukum : 

 

• Sudikno Mertokusumo : Hukum Perdata adalah hukum antar perseorangan yang 

mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain didalam 

hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat. 

• Sri Sudewi Masjchoen Sofwan : Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur 

kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. 

• Prof. R. Soebekti, S.H. : Hukum Perdata adalah semua hak yang meliputi hukum 

privat materiil yang mengatur kepentingan perseorangan.  

• Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H. : Hukum Perdata adalah hukum yang 

mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. 

• Ronald G. Salawane : Hukum Perdata adalah seperangkat aturan-aturan yang 

mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang 

lain didalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan dan 

memberikan sanksi yang keras atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang 

telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

 

       

   beberapa contoh pasal dalam KUH Perdata, yakni : 

Pasal 570 

“Hak milik adalah kepemilikan untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa 

dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum tanpa menggaggu hak orang lain.”  

Pasal 1320 

“Persetujuan diperlukan empat syarat : Sepakat mereka yang mengikatkan diri; Kecakapan 

dalam membuat ikatan; Suatu hal tertentu dengan sebab yang halal.” 

Pasal 1338 

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai sebuah undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tak dapat ditarik kembali selain dengan 

kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang 

dinyatakan cukup untuk itu.” 

 


